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Abstrak: Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang ulama,politikus dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina.Aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalamkehidupannya. Hal ini menampakkan kecermatan dalam karya-karyanya. Ia juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik,lalu mendalaminya dengan amat cermat, disertai pemahamansempurna terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politikyang ada. Ia termasuk salah seorang pemikir dan politikusterulung pada abad XX. Ia mempunyai gagasan tentang EkonomiIslam, beliau mengungkapkan bagaimana prinsip dasar ekonomiislam. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam menurutTaqiyuddin an-Nabhani dijalankan atas asas kepemilikan,pemanfaatan pemilikan, dan konsep distribusi kekayaan yanghal ini akan sangat bertentangan apabila dihadapkan dengankapitalisme dan sosialisme. Dalam konsep kepemilikankapitalisme berpendapat bahwa kepemilikan pribadi sebagaiprinsip dasarnya, sedangkan sosialisme mengakui kepemilikankolektif sebagai prinsipnya. Lain halnya dalam sistem Islammengakui tiga jenis kepemilikan (kepemilikan individu,kepemilikan umum, kepemilikan negara). Ia memahami BahwaIslam bukan sebagai agama saja, tetapi sebuah ideologi, sistemyang termasuk didalamnya tentang negara. Islam sebagaisebuah ideologi mempunyai sistem kehidupan yangmenyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasukdidalamnya sistem ekonomi. Sebagai sebuah sistem menuntutuntuk diterapkan secara totalitas dalam kehidupan.
Kata Kunci: Taqiuddin an Nabhani, Ekonomi Islam
PENDAHULUANSejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 M), dunia Islammengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk dari masakejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagaiupaya untuk membangkitkannya kembali atau setidaknya mencegahagar kemerosotan dan kemundurannya tidak berlanjut terus, akan tetapitidak satu pun upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu,dunia Islam masih tetap dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan
Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani
al-Ihkâm, V o l . 1 N o . 1  J un i 2 0 1 4 77Iqtis adia
akibat kekacauan dan kemundurannya dan masih terus merasakanpedihnya keterbelakangan dan berbagai goncangan.1Dari latar belakang pemahaman Taqiyuddin al-Nabhani tentangsyariat dan situasi politik dan kondisi kaum Muslim pada masahidupnya, lahirlah pemikirannya tentang bagaimana upayamengembalikan kesejahteraan dan kebangkitan umat Islam. Dalam halini tidak luput dari perhatiannya yaitu tentang perekonomian.
BIOGRAFI
A. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani1. NasabIa adalah Muhamad Taqiyuddin an-Nabhani Ibrahim binMustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, keturunan Kabilah BaniNabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampungIjzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara.2. Kelahiran dan pertumbuhanTaqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim padatahun 1908. Ia mendapat didikan ilmu dan agama di rumahayahnya sendiri, seorang syaikh yang faqih fiddin. Ayahnyaseorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian PendidikanPalestina. Ibu Taqiyuddin an-Nabhani juga menguasai beberapacabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusufbin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf ini adalah seorang
qadi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulamaterkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Mengenai Syaikh Yusuf al-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan sebagaimanayang dikutip oleh Ihsan Samarah sebagai berikut:2“(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan binMuhammad al-Nabhani asy-Syafi’i. Julukannya Abul Mahasin. Diaadalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yangterkemuka. Dia menangani peradilan (qadho’) di Qushbah Janih,termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah keKonstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untukmenangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul.
1 Taqiyuddin al-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir (TK: Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 3.2 Ihsan Samarah, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan
Dakwahnya (Bogor: al-Azhar Press, 2003), hlm. 5-6. Buku ini dikutip dari buku Mafhum
al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu’ashir, Bab at-Ta’rif bi asy-SyaikhTaqiyuddin an-Nabhani, hlm. 140-151 dan Ihsan Samarah, Dar an-Nahdhah al-Islamiyah(Beirut: t.p., 1991), hlm. 266-267.
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Kemudian, menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza’ di al-Ladziqiyah, lalu di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagaiketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitabyang jumlahnya mencapai 80 buah.”3Pertumbuhan Taqiyuddin an-Nabhani dalam suasanakeagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besardalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Iatelah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda,yaitu di bawah usia 13 tahun.Ia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusufal-Nabhani dan menimba ilmu yang luas. Taqiyuddin an-Nabhanijuga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yangpenting, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting tersebut karena mempunyai hubungan eratdengan para penguasa Daulah Usmaniyah saat itu.3. Ilmu dan pendidikanTaqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasarilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkanhafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an seluruhnya sebelumbaligh. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya disekolah-sekolah Negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar didaerah Ijzim.Kemudian Taqiyuddin berpindah ke sebuah sekolah diAkka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah.Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, ia telah bertolak keKairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, gunamewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani.Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya diTsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yangsama Ia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu,ia melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itumerupakan cabang al-Azhar. Di samping itu, ia banyakmenghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang diikuti olehsyaikh-syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-HidhirHusain—rahmatulah—seperti yang pernah disarankan oleh
3 Dikutip Ihsan Samarah dari Khairuddin az-Zarkali, A’lam, cet. II, Jilid XIX, hlm. 289-290.Lihat juga Umar Ridha Kahalah, Mu’janul Muallifin, Darul Ihya ‘at-Turats al-Arabi, Beirut,Jilid XIII dan XIV, hlm. 275-276. Juga lihat Yusuf an-Nabhani, Jami’ Karamat al-Auliya’.Mustafa al-Babi al-Halabi, Beirut, Dar al-Fikr tahun 1993. Bab “Muqaddimah”, hlm. 5 danseterusnya.
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kakeknya. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lamadi al-Azhar membolehkannya.Meskipun Taqiyuddin menghimpun sistem al-Azhar lamadengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkankeunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan danketekunan belajar. Taqiyuddin  telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya. Karena kecermatannya dalamberpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang ia lontarkandalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiranyang diselenggarakan oleh lembaga ilmu yang ada saat itu diKairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin an-Nabhanimenamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Padatahun yang sama ia menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar ash-Sharif menurut sistem lama, di mana mahasiswanya dapatmemilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariatseperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tawhid (ilmu kalam), danyang sejenisnya.Ijazah yang diraih Taqiyuddin an-Nabhani di antaranyaadalah ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba’ darial-Azhar, Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum,Ijazah dalam Peradilan dari Ma’had al-‘Ali li al-Qada’ (sekolahtinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada tahun 1932 iameraih Shahadah al-‘Alamiyyah (Ijazah internasional) Syariahdari Universitas al-Azhar as-Syarif dengan predikat excellent.4. Karya-karyanyaSyaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada 1 Muharram1398 H. atau 11 Desember 1977 M. Jenazahnya dimakamkan dipemakaman Syuhada’ al-Auza’i, Beirut.Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqyuddin, maka tak aneh bilakarya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belumtermasuk memorandum-memorandum politik yang ia tulis untukmemecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi selebaran danpenjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politikyang penting.Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaandengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanyakesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis.Sehingga ia dapat menempatkan Islam sebagai ideologi yang
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sempurna dan komprehensif yang diistinbat dari dalil-dalil shar’iyang terkandung dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Karya-karyanyadapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yangdisajikan oleh sang pemikir Muslim pada era modern ini.Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang palingterkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain:
a. Nizamul Islam
b. At-Takatul Al-Hizbi
c. Mafahiim Hizbut Tahrir
d. An Nizamul Iqthisadi fil Islam
e. An Nizamul Ijtima’i  fil Islam.




j. Ash Shaikh Shiyah al-Islamiyah (3 jilid)
k. Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir











w. Al-Ittifaqiyyah Ats Thuna’iyyah al Mishiyyah as Suriyyah wal
Yamaniyyah.
x. Hallu Qadiyah Falistin ‘ala At Tariqah al-Amirikiyyah wal
lukkiliziyyah
y. Nazhariyatul Faragh aas Siyasi Haula Mashru’a Izan Hawar.Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaranmengenai pemikiran, politik dan ekonomi, serta beberapa kitabyang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir denganmaksud agar kitab-kitab itu mudah Ia sebarluaskan setelahadanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitabkarya Syaikh Taqyuddin. Di antara kitab itu adalah:
a. As-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Muthla
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b. Naqd al Ishtirakiyah al Marksiyah
c. Kaifa Hudimat al-Khilafah
d. Ahkamul Bayyinat
e. Nizamul Uqubat
f. Ahkamus Salatg. Al-Fikr al Islami.
PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN-NABHANI
Dasar Pemikiran Ekonomi IslamDalam pemikiran ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani, kata“ekonomi” bukanlah makna bahasa, yang berarti hemat. Juga bukanberarti kekayaan, akan tetapi yang dimaksud adalah semata-mataistilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusanharta kekayaan. Baik yang menyangkut kegiatan memperbanyakjumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, yang kemudiandibahas dalam ilmu ekonomi, maupun yang berhubungan dengantata cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahasdalam sistem ekonomi.4Meskipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masingmembahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistemekonomi adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Di mana antarakonsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama.Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnyakekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan.Sebab, banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapuntidak akan mempengaruhi bentuk sistem ekonomi.Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi danpeningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksidan peningkatan kualitasnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi bersifatuniversal dalam arti tidak terikat dengan ideologi tertentu.Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yangmembahas tentang pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan hakmilik, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu,sistem ekonomi terikat dengan ideologi tertentu, di mana masing-masing ideologi seperti Islam, kapitalis dan sosialis memiliki hukumatau pandangan yang berbeda pada ketiga aspek tersebut.5
4 Taqiyuddin an-Nabhan, Nizom Iqtisadi fil Islam, cet. IV (Beirut: Dar al-Ummah, 199),hlm. 57.5 Hafiz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual (Bogor: Al-Azhar Press, 2004),hlm. 200.
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Oleh karena itu, merupakan kesalahan yang fatal apabilamenjadikan ekonomi sebagai satu pembahasan yang dianggapmembahas masalah yang sama, antara ilmu dan sistem ekonomi.Karena hal semacam itu akan menyebabkan kesalahan dalammemahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan,bahkan akan menyebabkan buruknya pemahaman terhadap faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan, yaitu faktor-faktorproduksi yang menghasilkan kekayaan dalam suatu negara. Karenamengatur urusan kelompok (community) dari segi pemenuhankebutuhan harta kekayaan, yaitu pengadaannya adalah satu masalah.Sedangkan mengatur urusan kelompok (community) dari segidistribusi kekayaan yang diatur, adalah masalah lain.Dengan demikian, pembahasan tentang cara mengatur materikekayaan tersebut harus dibedakan dengan pembahasan tentangmengatur pendistribusiannya. Karena cara mengatur materikekayaan berkaitan dengan  faktor produksi. Sedangkanpembahasan tentang mengatur pendistribusiannya berkaitandengan pemikirannya (konsep) tertentu. Oleh karena itu,pembahasan tentang ekonomi harus dibahas sebagai sebuahpemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandanganhidup (way of life) tertentu. Sedangkan membahas ilmu ekonomisebagai sebuah sains murni, tidak ada hubungannya denganpandangan hidup (way of life) tertentu.Politik ekonomi Islam adalah tujuan yang ingin dicapai olehhukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanismemengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalahjaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic
needs) setiap orang secara menyeluruh. Bentuk kemungkinan setiaporang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dantersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individuyang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (life
style) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukansecara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara.Pertama kali, Islam memandang setiap orang sebagai manusia yangharus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh.6Baru berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinyauntuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya,
6 Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, cet. VI (Min Mansurat Hizbut Tahrir,2001), hlm. 35.
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sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yangsama, Islam memandangnya sebagai orang yang terkait dengansesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan denganmekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuanuntuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata,tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmatikehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanyabertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu denganmembiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperolehkemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikanterjamin atau tidaknya hak hidup setiap orang. Akan tetapi, politikekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalahutama yang dihadapi setiap orang. Sebagai manusia yang hidupsesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkanorang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, danmengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup tertentu.Dengan demikian, politik ekonomi Islam berbeda dengan politikekonomi yang lain.7Islam berbeda dengan kapitalisme, yang tidak mengaturkuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) perolehan harta sertapemanfaatannya, dan berbeda pula dengan sosialisme, yangmengatur baik kuantitas dan kualitas harta. Dalam Islam, tidak adakebebasan kepemilikan, tetapi tidak ada pula pembatasan secaramutlak. Islam mengatur cara, bukan jumlah kepemilikan serta carapemanfaatan kepemilikan.
1. Pengertian kepemilikanHak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasaArab, dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki.8 Dalambahasa Arab “milk” berarti kepenguasaan orang terhadapsesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalamgenggamnya.9Sedangkan Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikankepemilikan adalah hukum syara’ yang berlaku bagi zat bendaatau kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja
7 Taqiyuddin an-Nabhani, Nizam Iqtisadi… 62.8 A.W. Munawir, Kamus al-Munawir, Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hlm. 1358.9 Luis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: al-Maktabah al-Syarqyah, 1986), hlm. 774-775.
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yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut,serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barangtersebut.10Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan di atas hak milikmerupakan izin as-Syari’ untuk memanfaatkan zat tertentu. Olehkarena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selaindengan ketetapan dari as-Syari’ terhadap zat tersebut, sertasebab-sebab kepemilikannya.2. Macam-macam kepemilikanBerkaitan dengan kepemilikan, menurut Taqiyuddin An-Nabhani ada tiga macam, yakni: kepemilikan individu,kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.a. Kepemilikan individuIslam hadir dengan membolehkan kepemilikan individuserta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanismetertentu, bukan dengan cara pemberangusan (perampasan).Sehingga dengan begitu, cara (mekanisme) tersebut sesuaidengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal di antara mereka. Islam juga telahmenjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhannya secaramenyeluruh.11Kepemilikan individu adalah hukum syara’ yang berlakubagi zat ataupun kegunaan (utility) tertentu. Memungkinkansiapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barangtersebut, serta memperoleh kompensasi, baik  karena barangnyadiambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa, ataupunkarena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya semisal dibeli daribarang tersebut.Sementara hukum syara’ yang berlaku bagi keduanya itumerupakan izin as-shari’ kepada manusia untukmemanfaatkannya dengan cara habis pakai, dimanfaatkanataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikanpemilik barang di mana dia merupakan orang yang mendapatkanizin bisa memakan roti dan menempati rumah, yaitu izin untukmenghabiskannya. Sedangkan hukum syara’ yang berhubungan
10 Taqyuddin an-Nabhani, …… 127.11 Abul Hasan Bani Sadr, “Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid” dalam Etika
Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, ed. Ainur. R.Sofhiaan (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 37.
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dengan rumah, adalah hukum syara’ yang berlaku bagikegunaannya, yaitu izin menempatinya.Berdasarkan batasan pemilikan individu tersebut, makabisa dipahami bahwa ternyata terdapat sebab-sebab pemilikanyang telah disyariatkan, suatu pengelolaan pemilikan tertentu,mekanisme tertentu untuk memanfaatkan suatu kepemilikan,serta terdapat kasus-kasus yang dianggap bertentangan denganhak milik individu.Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakanmekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut ini.
1) Dengan cara memperoleh kepemilikan dan mengembangkanhak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yangtelah menjadi hak milik.
2) Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
3) Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyyah sebagai miliknegara, bukan sebagai hak milik individu.
4) Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milikumum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
5) Dengan cara menyuplai orang yang memiliki keterbatasanfaktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannyasesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.12Dengan demikian, jelas bahwa makna kepemilikan individumewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yangdimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu. Sehinggamenjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara’ yang diberikankepada seseorang.b. Kepemilikan umumKepemilikan umum adalah izin as-Shari’ kepada suatu komunitasuntuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-bendayang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh as-Shari’ bahwa benda-bendatersebut untuk suatu komunitas, di mana mereka masing-masingsaling membutuhkan. Dan as-Syari’ melarang benda tersebutdikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini tampak pada tigamacam, yaitu:
1) Fasilitas umum, di mana jika tidak ada di dalam suatu negaraatau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketadalam mencarinya.
12 Ibid. 74-75.
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2) Bahan tambang yang tidak terbatas
3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangiuntuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.13Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yangdianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. RasulullahSAW. telah menjelaskan dalam sebuah hadits dari segi sifatfasilitas umum tersebut, bukan dari segi jumlahnya (artinya,bukan hanya tiga). Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW.bersabda.14
,Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padangrumput dan api.”Oleh karena itu“اخرجه أبو داود. اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِيف َثَالٍث ِيف اْلَكَالِء َواْلَماِء َوالنَّارِ  jelas bahwa yang merupakan kepentinganumum adalah apa saja yang jika tidak terpenuhi dalam suatukomunitas (pedesaan, perkotaan, atau negera), maka komunitastersebut akan bersengketa dalam rangka mendapatkannya. Olehkarena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.Mengenai bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadidua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya/ tidakberjumlah besar menurut ukuran individu, dan bahan tambangyang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatasjumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secarapribadi, dan terhadap barang tambang tersebut diberlakukanhukum rikaz,15 yang di dalamnya terdapat 1/5 harta (yang harus
13 Ibid. 213.14 Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air,padang dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Hanya saja,dengan memperhatikannya, maka hadits tersebut sebenarnya menyebutkan sebanyaktiga macam, di mana ketiganya merupakan isim jamid, sementara tidak mengatakan
illat satu pun untuk hadits tersebut. Bahkan hadits tersebut tidak mengandung satu illatpun. Inilah yang melahirkan dugaan bahwa hanya tiga hal itulah yang merupakankepemilikan umum, bukan karena sifatnya dari segi dibutuhkan dan tidaknya. Namun,Rasulullah Saw telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk penduduk, padahalmereka bisa memilikinya. Mereka juga bisa memilikinya secara riil, untuk mengairisawah-sawah dan kebun-kebun mereka. Seandainya sama-sama membutuhkan airtersebut dilihat dari segi airnya, bukan dilihat dari segi sifat kebutuhannya kepada  airtersebut, maka tentu Rasulullah tidak akan membiarkan tiap penduduk untukmemilikinya.15 Rikaz berasal dari akar kata “rakaza, yarkuzu” seperti “ghariza, yaghrizu”, yang berartitersembunyi. Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik berupaemas, perak, permata, mutiara atau lainnya. Bagi siapa yang menemukannya hartatersebut milik penemunya, dan diambil khumus yang diserahkan ke baitul mal asal dari
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dikeluarkan). Adapun bahan tambang yang tidak terbatasjumlahnya, yakni termasuk milik umum (collective property) dantidak boleh dimiliki secara pribadi.Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang(depositnya) berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagaibagian dari kepemilikan umum, adalah hadis yang diriwayatkandari Byadh ibnu Hamal.
َثِين َأِيب َعْن مثَُ  َثُكْم ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي ْبِن قـَْيٍس اْلَمْأِرِيبُّ َحدَّ اَمَة قَاَل قـُْلُت لُِقتَـْيَبَة ْبِن َسِعيٍد َحدَّ
ْبِن َشرَاِحيَل َعْن ُمسَيِّ ْبِن قـَْيٍس َعْن ُمسَْريٍ َعْن أَبـَْيَض ْبِن َمحَّاٍل أَنَُّه َوَفَد ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 
ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْستَـْقطََعُه اْلِمْلَح فـََقَطَع َلُه فـََلمَّا أَْن َوىلَّ قَاَل َرُجٌل ِمْن اْلَمْجِلِس َصلَّ 
َا َقطَْعَت َلُه اْلَماَء اْلِعدَّ قَاَل فَانـْتَـَزَعُه ِمْنهُ  ,Saya mengatakan: Kutaibah bin Said menceritakan kepadamereka Muhammad bin Yahya bin Qois al-Makribi, telahmenceritakan kepada saya, Bapakku dari Tsumamah bin Syurihildari Sumaimi bin Qois, dari Sumair, dari Abyadho bin Hammal,sesungguhnya dia bermaksud meminta kepada Rasulullah SAW.untuk mengelola tambang garam. Lalu“16اخرجه الرتميذى. أََتْدرِي َما َقَطْعَت َلُه ِإمنَّ Rasulullahmemberikannya, setelah ia pergi, ada seorang laki-laki darimajelis tersebut bertanya: Wahai Rasulullah, Tahukah engkautelah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir,kemudian Rasulullah bersabda: Dia telah menariknya.”Hadits tersebut menyamakan garam dengan air yangmengalir, karena jumlahnya tidak terbatas. Hadits inimenjelaskan bahwa Rasulullah SAW. memberikan tambanggaram kepada Abyadh ibnu Hamal. Ini menunjukkan kebolehanmemberikan tambang garam. Tatkala beliau mengetahui, bahwatambang tersebut merupakan tambang yang mengalir, yangtidak bisa habis, maka beliau mencabut pemberiannya danmelarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebutmerupakan milik umum.
rikaz dan barang tambang adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah dari RasulullahSaw yang bersabda:
Pada hewan termasuk yang luka itu sia-sia (tidak ada pungutan) sedangkan pada rikazada khumus”16“االعجماء جرحها جباّر، وىف الركاز اخلمس Al-Turmuzi, al-Jami al-Sohih, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiah, 1958), hlm. 664.
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Yang dimaksud di sini, bukanlah garam itu sendiri,melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika Nabi SAW.mengetahuinya, yakni tambang tersebut tidak terbatasjumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara beliau jugamengetahui, bahwa itu merupakan garam dan sejak awal beliauberikan kepada Abyadh. Jadi, pencabutan tersebut karena garamtadi merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya.c. Kepemilikan negaraMilik negara adalah harta yang merupakan hak seluruhkaum Muslim. Sementara pengelolaannya menjadi wewenangkhalifah, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepadasebagian kaum Muslim, sesuai dengan apa yang menjadipandangannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalahkekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya. Inilahkepemilikan. Karena makna kepemilikan adalah kekuasaan padadiri seseorang atas harta milikinya. Atas dasar inilah, maka setiaphak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan danijtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hakmilik negara.
As-Shari’ telah menjadikan harta-harta tertentu sebagaimilik negara. Di mana khalifah berhak untuk mengelolanyasesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, semisal harta fa’i,
kharaj, jizyah dan sebagainya. Sebab, syara’ tidak pernahmenentukan obyek yang akan diberi harta tersebut. Sementara,kalau syara’ telah menentukan obyek yang akan diberi hartatersebut, dan tidak diserahkan kepada pandangan dan ijtihadkhalifah, maka harta tersebut bukan merupakan hak miliknegara. Namun, semata menjadi hak milik obyek yang telahditentukan oleh syara’. Oleh karena itu, zakat tidak termasuk hakmilik negara, melainkan milik asnaf delapan yang telahditentukan oleh syara’. Baitul mal hanya menjadi tempatpenampungannya, sehingga bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya.Meskipun Negara yang melakukan pengelolaan hak milikumum serta hak milik negara, namun ada perbedaan antarakedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milikumum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepadasiapapun. Meskipun negara bisa memberikan kebolehan kepadaorang-orang untuk mengambilnya, melalui pengelolaan yang
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memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbedadengan hak milik negara. Sebab, Negara berhak untukmemberikan harta tersebut kepada individu tertentu, sementarayang lain tidak. Di mana negara juga berhak mencegah dariindividu, apabila negara memiliki pandangan demikian dalamrangka melayani urusan mereka, di satu sisi, tanpa memberikanharta tersebut kepada mereka.Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya.Negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepadasiapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidakmengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang laintidak. Kharaj misalnya, boleh diberikan oleh para petani saja, danbukannya oleh yang lain, dalam rangka menyelesaikan masalahpertanian. Boleh juga dipergunakan untuk membeli senjata saja,sementara negara tidak akan memberikan apapun kepadaseseorang, di mana negara berhak mengelolanya sesuai denganpandangannya terhadap kepentingan rakyat.17Ini berbeda dengan hak milik umum, dan hak milik negara,sebab hak milik tersebut mengikuti hukum-hukum Islam, yangditentukan sesuai dengan sifat harta, tanpa melihat pandangannegara. Oleh karena itu, tinggal melihat realitas harta tersebut.Apabila di dalam harta tersebut terdapat hak bagi seluruh kaumMuslim, maka harta tersebut menjadi milik negara yang wajibdimiliki oleh negara. Apabila di dalamnya tidak terdapat hak bagiseluruh kaum Muslim, maka harta tersebut menjadi milikindividu, sehingga negara tidak boleh memilikinya. Apabila hartatersebut merupakan fasilitas umum, atau tambang-tambang, atauharta yang sifatnya tidak bisa dimiliki secara pribadi, makasecara alami harta tersebut adalah hak milik umum. Sehingganegara tidak bisa menetapkannya sebagai milik individu. Apabilaharta tersebut tidak termasuk jenis hak milik umum, maka hartatersebut tetap menjadi milik individu, dan secara mutlak negaratidak boleh menasionalisasikan, maupun memilikinya dengancara paksa dari pemiliknya. Kecuali, kalau pemiliknya memangbersedia menjualnya kepada negara, sebagaimana dia menjualkepada siapapun, sehingga negara bisa membelinya sebagaimanaharta tersebut bisa dibeli oleh yang lain.
17 Ibid. 218-219.
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Karenanya, Negara tidak bisa memiliki hak milik individudengan cara paksa, dengan alasan kemaslahatan umum. Ketikakemaslahatan umum tersebut nampak, meskipun harganyadibayar oleh negara. Sebab, hak milik individu selalu dihormatidan dijaga, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasukoleh negara sekalipun. Pelanggaran terhadap hal-hal tersebutmerupakan kedzaliman yang bisa dilaporkan oleh pihak yangdidzalimi kepada mahkamah mazallim untuk mengangkatkedzalimannya, apabila kedzaliman tersebut dilakukan olehseorang pejabat pemerintahan. Sebab, khalifah tidak berhakmencabut apapun dari tangan seseorang, selain dengan carayang haq yang ditetapkan secara benar. Begitu pula, Negara tidakbisa menetapkan harta yang merupakan hak milik umum, atauhak milik negara, ke dalam kekuasaan seseorang dengan alasankemaslahatan. Karena kemaslahatan dalam harta ini telahditentukan oleh syara’ ketika menjelaskan mana harta milikumum, mana hak milik negara dan mana hak milik individu.3. Sebab-sebab kepemilikanHarta adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan, terlepasdari apapun bentuknya. Sedangkan yang dimaksud sebabkepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorangmemiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hakmiliknya. Adapun barter (mubadalah) apapun bentuknya, tidaktermasuk sebab-sebab kepemilikan harta, melainkan sebab-sebab pemilikan zatnya. Sebab, barter merupakan kepemilikanatas zat harta tertentu yang ditukar dengan zat harta lain. Karenaharta pada dasarnya bisa dimiliki, meskipun zatnya bisa sajasaling ditukar.Begitu pula pengembangan harta, semisal keuntunganperdagangan, hasil sewa rumah, hasil mengairi tanaman, dansebagainya tidak termasuk dalam kategori sebab-sebabpemilikan harta. Meskipun, semuanya bisa menyebabkandiperolehnya beberapa harta yang lain, namun harta tersebutdiperoleh dari harta lain, sehingga semuanya tadi hanyamerupakan sebab-sebab pengembangan harta, dan bukannyasebab-sebab pemilikan harta. Jadi, masalah kepemilikan tersebutadalah masalah pemilikan harta baru, yaitu diperolehnya hartayang sebelumnya belum menjadi hak miliknya.
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Oleh karena itu, perbedaan antara sebab-sebabkepemilikan dengan sebab-sebab pengembangan kepemilikan,bahwa sebab-sebab kepemilikan merupakan perolehan hartayang sebelumnya belum menjadi miliknya, atau memperolehharta yang belum dimiliki sebelumnya. Sedangkan sebab-sebabpengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitasharta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Di manastatus harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudiandikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab shar’iyang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dengan suatu sebabtertentu, yang tidak boleh melampaui batasan-batasan sebab-sebab tersebut. Sehingga, sebab pemilikan harta itu telah dibatasidengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara’.Dengan membaca hukum-hukum syara’ yang menentukanpemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampakbahwa  sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada limasebab yaitu: Bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untukmenyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikankepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengantanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.18
Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia
1. Keseimbangan ekonomi dalam masyarakatIslam telah membolehkan kepemilikan pribadi (private
property). Namun, Islam menentukan bagaimana caramemilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individuuntuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun Islamtelah menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam jugamemperhatikan perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisikmanusia, sehingga karena perbedaan tersebut, Islam selalumembantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhanorang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia,di mana di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi parafakir miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasadibutuhkan oleh jama’ah (community) sebagai hak milik umum(collective property) bagi seluruh kaum Muslim, di mana tidakseorang pun boleh memilikinya, atau mempertahankannya untuk
18 Al Nabhani, Nizam Iqtisodi.
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kepentingan pribadi, ataupun yang lain. Seperti halnya Islamtelah menjadikan negara sebagai penanggung jawab terhadapterpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupunjasa. Islam juga membolehkan negara untuk memiliki suatukepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut.Atas dasar inilah, Islam menjamin kehidupan tiap individurakyat serta menjamin jama’ah untuk tetap sebagai sebuahkomunitas yang saling berpegang pada ketentuan yang ada.Islam juga menjamin kemaslahatan dan melayani urusan jamaah,serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukupsehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomiannegara. Hanya saja, semuanya bisa terjadi manakala masyarakattetap dalam suatu kondisi di mana kekayaan yang ada bisamencukupi kebutuhan rakyat, secara pribadi-pribadi, danrakyat—secara keseluruhan—menerapkan semua hukum
syara’.19Akan tetapi apabila masyarakat tersebut berdiri di ataskesenjangan yang lebar antara individu dengan individu yanglain dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana kondisi yangterjadi di dunia Islam saat ini, maka harus diwujudkan adanyakeseimbangan antara individu rakyat dalam mengupayakandistribusi baru, yang bisa merata dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan.Oleh karena itu, keseimbangan distribusi kekayaan kepadaindividu di tengah anggota masyarakat harus dijaga, atau-kalaubelum ada-kesimbangan ini harus diwujudkan.Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi padasemua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasikekayaan hanya pada segelintir orang.20Untuk mewujudkan keseimbangan (equilibrium) dalammemenuhi kebutuhan-kebutuhan individu di masyarakat, makanegara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupunyang tetap. Sebab maksud pemberian harta tersebut bukansekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, tetapimaksud dari pemberian harta tersebut adalah sebagai saranauntuk memenuhinya, dengan terpenuhinya pemilikan ataskekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-
19 Taqyuddin  an-Nabhani, Nidam al-Iqtisadi, hlm. 24320 Lihat Q.S. al-Hasyr ayat 7.
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kebutuhan tersebut. Apabila negara tidak mempunyai harta, atauharta negara tidak cukup untuk mewujudkan keseimbangan(equilibrium) tersebut, maka negara tidak boleh memungut hartadari hak milik rakyat. Oleh karena itu, negara tidak bolehmenarik pajak dalam rangka mewujudkan keseimbangantersebut. Sebab, ini bukan keperluan yang difardhukan kepadaseluruh kaum Muslim. Namun, Negara bisa mengusahakanterpenuhinya harta tersebut bukan melalui pajak, semisalmelalui ghanimah, dan hak milik umum yang ada dalam baitulmal, sehingga dengan cara tersebut, keseimbangan tadi bisaterwujud. Hanya saja, tidak termasuk dalam kategori anggarantetap belanja baitul mal, namun hanya merupakan solusiterhadap kondisi tertentu dengan harta tertentu.
2. Larangan menimbun emas dan perakAdanya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan diantara  individu kadang-kadang masih ada kekayaan yangberjumlah besar pada beberapa orang. Islam memang tidakmcngharuskan adanya kesamaan (equality) di antaramanusia dalam hal pemilikan, namun Islam mengharuskanadanya ketidaktergantungan masing-masing orang terhadaporang lain, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yangmakruf menurut ukuran orang yang bersangkutan.Uang adalah alat tukar (medium of exchange) antaraharta yang satu dengan harta yang lain, antara harta dengantenaga, dan antara tenaga yang satu dengan tenaga yang lain.Jadi, uang adalah satuan hitung (unit of account) dalampertukaran.21 Apabila uang tersebut ditarik dari pasar, dantidak bisa diperoleh oleh manusia, maka tidak akanberlangsung pertukaran, dan roda perekonomian pun akanterhenti. Dengan diperolehnya alat tukar (medium of
exchange) ini oleh manusia –berapapun kadarnya—maka akanmendorong laju aktivitas sampai ke garda depan.Apabila seseorang tclah menyimpan uang, maka orangyang bersangkutan hakikatnya telah menarik uang dari pasarpadahal tindakan semacam ini hanya akan terjadi, karenaminimnya jumlah pengeluaran orang yang bersangkutan.
21 Mengenai definisi dan fungsi uang lebih lanjut baca Eugene A. Diulio, Teori Dan Soal-
Soal Uang Dan Bank, Alih bahasa, Burhanuddin Abdullah (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm.1-3.
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Sehingga pasti akan mengakibatkan minimnya jumlahpendapatan orang lain, yang diberi sedikit uang yang diasimpan atau yang dia ajak melakukan pertukaran. Hal itukemudian, mengakibatkan minimnya jumlah produksi mereka.Sebab, permintaan akan barang tersebut menjadi sedikit, laluakan mengakibatkan pengangguran (unemployment), sertamenurunnya tingkat perekonomian karena minimnyapendapatan masyarakat.Hanya saja yang harus diketahui adalah, bahwa ancamanini sesungguhnya hanya muncul akibat adanya penimbunan
(kanz) uang, bukankan akibat adanya saving uang. Sebab
saving tersebut tidak akan menghentikan roda perekonomian.Sebaliknya penimbunanlah yang justru menghentikannya.Perbedaan antara penimbunan dengan saving adalah,bahwa kalau penimbunan berarti mengumpulkan uang satudengan uang yang lain, tanpa ada kebutuhan, di manapenimbunan tersebut akan menarik uang dari pasar.Sementara saving adalah menyimpan uang karena adanyakebutuhan, semisal mengumpulkan uang untuk membangunrumah, untuk menikah, membeli pabrik, membuka bisnis,ataupun untuk keperluan yang lain.22lslam membolehkan menyimpan emas dan perak, sebabpenyimpanan tersebut merupakan tindakan mengumpulkanuang untuk suatu kebutuhan. Islam membolehkan pulamenabung uang, antara yang satu dengan yang lain sehinggabisa menunaikan kewajiban ibadah haji.Pada saat ayat23 tentang larangan menimbun emas danperak tersebut turun, zat emas dan perak ketika itu menjadialat tukar (medium of exchange) serta satuan hitung (unit of
account) tenaga yang terdapat dalam suatu pekerjaan, danstandar manfaat yang terdapat pada harta, baik alat tersebutdalam bentuk cetakan, semisal dirham dan dinar, ataupuntidak dalam bentuk cetakan, semisal batangan. Atas dasarinilah, maka larangan tersebut ditujukan pada emas dan perakdalam kedudukannya sebagai alat tukar.
22 Taqiyuddin an-Nabhani, Nizam Iqtisadi, 246.23 Lihat Quran Surat at-Taubah ayat 34.
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PenutupBerdasarkan uraian dan penjelasan terdahulu, dapat ditarikkesimpulan bahwa menurut Taqiyuddin an Nabhani sistem ekonomidalam Islam dijalankan atas tiga asas/prinsip, yaitu:
1. Konsep pemilikanIslam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwaharta pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang dipunyaioleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allahyang dikuasakan kepadanya. Pemilikan yang sah adalah izin dari
syara’ dalam menguasai dzat dan manfaat suatu benda. Berkaitandengan kepemilikan ini ada tiga macam, yakni pemilikanindividu, pemilikan umum dan pemilikan negara.
2. Pemanfaatan pemilikanKejelasan konsep pemilikan sangat berpengaruh terhadapkonsep pemanfaatan harta milik, yakni siapa sesungguhnya yangberhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut.Pemanfaatan pemilikan adalah cara sesuai hukum syara’.Seorang Muslim memperlakukan harta miliknya. Ada dua arahpemanfaatan harta, yakni pengembangan harta  dan penggunaanharta.
3. Konsep distribusi kekayaanIslam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan diantara manusia agar tercipta keadilan dan kesejahteraanbersama, yakni:
 Wajibnya muzakki (orang yang wajib) membayar zakatyang diberikan kepada mustahik (orang yang berhakmenerima zakat), khususnya kalangan fakir miskin.
 Hak setiap warga negara untuk  memanfaatkan pemilikanumum. Di sinilah negara berperan untuk mengolah danmendistribusikannya kepada rakyat secara cuma-cumaatau dengan harga murah.
 Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uangsebagai modal kepada yang memerlukan.
 Pembagian harta waris kepada ahli waris
 Larangan menimbun emas dan perak walaupundikeluarkan zakatnya.
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